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ABSTRAK 

 

 

Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Ijin Usaha 

Pertambangan (IUP) Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha. Serta 

Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha. Sehingga Dalam perbaikan di bidang hukum dalam upaya 

penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. Reformasi hukum atau reformasi hukum adalah proses mengkaji undang-

undang yang ada, dan menganjurkan serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, 

biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi. 

 

Kata Kunci: Reformasi Hukum, Tata Kelola Minerba, Pencabutan IUP,  

Pertambangan.  
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ABSTRACT 

 

 

Dissertation Title: Legal Reform And Minerba's Governance Ecosystem On Its Permit (IUP) 

Revocation And Its Impact On Businesses. So that in the improvement in the legal field in an 

effort to organize quality regulations that are clean and accountable in Ministries/Institutions 

and Regional Governments. Legal reform or legal reform is the process of reviewing existing 

laws, and advocating and implementing changes in the legal system, usually with the aim of 

increasing justice or efficiency. 

 

 

Keywords: Legal Reform, Mineral and Coal Management, IUP Revocation, Mining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


